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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 58 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN        

NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 

FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI BANTEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan 

perubahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56  Tahun 

2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 970); 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 

Nomor 8); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah  

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2020 Nomor 43); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 83  TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

PROVINSI BANTEN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83  Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 

2020 Nomor 43), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah,  sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf a, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah 

dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, 

otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan 

kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, 

otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, 

otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi 

daerah dan hukum; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pemerintahan, otonomi daerah kesejahteraan rakyat dan hukum; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 

dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang kesejahteraan rakyat; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan 

dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang 

pemerintahan kesejahteraan rakyat dan hukum; dan 

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di 

bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah,  sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 7 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas pokok 

membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan 

barang dan jasa, serta administrasi pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi 

:  

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian dan administrasi pembangunan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi 

pembangunan; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan 

jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 

dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di 

bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta 

administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah,  sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (4) huruf c,melaksanakan tugas pokok membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, 

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi 

pimpinan.  
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi 

pimpinan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang organisasi; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang organisasi; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

umum dan administrasi pimpinan; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada 

instansi daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

(1) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas pokok 

membantu Asisten Pemerintahan dalam penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan 

mempuyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan, bidang otonomi daerah dan bidang 

kesejahteraan rakyat; 

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pemerintahan, bidang otonomi daerah dan bidang 

kesejahteraan rakyat; 

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pemerintahan, bidang otonomi daerah dan 

bidang kesejahteraan rakyat; 

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pemerintahan, bidang otonomi daerah dan bidang 

kesejahteraan rakyat; 



- 7 - 
 

e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pemerintahan, bidang otonomi daerah dan 

bidang kesejahteraan rakyat; 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

(1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas pokok 

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik 

Daerah Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi 

pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perekonomian dan 

Administrasi Pembangunan  mempuyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang 

kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha 

Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi 

pembangunan; 

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang kebijakan perekonomian sumber daya alam, 

Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, 

dan administrasi pembangunan; 

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya 

alam Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum 

Daerah, dan administrasi pembangunan; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

(1) Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi 

Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian 

Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta 

protokol. 

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pimpinan 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan 

kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi 

pimpinan serta protokol; 

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan 

komunikasi pimpinan serta protokol; 

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 

serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perencanaan dan 

kepegawaian sekretariat daerah, bidang  materi dan  

komunikasi pimpinan, bidang protokol; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

kegiatan di Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Sekretariat 

Daerah, Bagian Materi Dan Komunikasi Pimpinan, Bagian 

Protokol; 

e. pelaksanaan pembinaan teknis dan  administrasi bagian 

perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, bagian  

materi dan  komunikasi pimpinan, bagian protokol; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 17 

(1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, 

mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum 

dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi 

keuangan dan aset, dan tata usaha. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum mempunyai 

fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, 

administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; 

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata 

usaha; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

di bidang bagian rumah tangga, bagian administrasi  keuangan 

dan aset tata usaha; 

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 

serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga, 

bagian administrasi  keuangan dan aset, tata usaha; 

e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber 

daya di bagian rumah tangga, bagian administrasi  keuangan 

dan aset, tata usaha; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 28 

Susunan organisasi Biro Umum,  terdiri atas : 

a. Kepala Biro; 

b. Kepala Bagian Bagian Rumah Tangga, membawahkan: 

1. Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; 

2. Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 

3. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam. 

c. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan: 

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; 

2. Kepala Sub Bagian Akuntansi Penatausahaan Aset; dan 

3. Kepala Sub Bagian Pengadaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan 

Aset Sekretariat Daerah. 

d. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 

2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 

3. Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip. 
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9. Ketentuan Pasal 87 huruf d diubah, serta hurud d angka 2 dan huruf 

e angka 3 dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 87 

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian terdiri atas : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan 

Keuangan; dan 

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

membawahkan: 

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika; 

2. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi; dan 

3. Kepala Seksi  Pendayagunaan Telematika. 

d. Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika 

membawahkan: 

1. Kepala Seksi  Pengembangan  Aplikasi Informatika; 

2. Dihapus; 

3. Kepala Seksi Kelembagaan Informatika. 

e. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahkan: 

1. Kepala Seksi Tatakelola Persandian; 

2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik; dan 

3. Dihapus. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

 

10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

 

11. Mengubah Lampiran IV huruf L Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, sehingga 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 



- 11 - 
 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 3 November 2020 

 

GUBERNUR BANTEN, 

 

TTD 

 

WAHIDIN HALIM 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 3 November 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

TTD 

 

AL MUKTABAR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 59. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

ttd 

 

AGUS MINTONO, S.H., M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19680805 199803 1 010 

 


